Menimbang

Mengingat

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas

yvang sesuai dengan batas kewenangan dan
tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan
tugas pokok, fungsi dan uraian tugas;

. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan

Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan
Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok,
fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah:

- bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang
Tugas Pokok dan Uraian Tugas Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Balangan;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia




Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinva dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tshun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal
dan Peclayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomeor 1906);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

6. Peraturan Bupati Balangan Nomor 46 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Perangkat Dacrah (Berita Daerah
Rabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTLI.

BAB |
KRETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penvelenggara
pemerintahan daerah vang memimpin pelaksanaan urusan
merintahan vang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
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Kepala Daerah yvang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Balangan.

Pcmer':mtah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sclanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.

. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.

Bidang adalah bidang-bidang di lingkungan Dinas Penanaman Maodal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.

Sub Bagian adalah Sub-Sub Bagian pada Sekretariat Dinas
Penanaman Maodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Sub Bagian
Tata Usaha pada unit-unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Balangan.

Seksi adalah scksi-scksi pada Bidang-Bidang di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Balangan,

Unit Pelaksana Teknis Daerah, sclanjutnya disebut UPTD adalah UPTD
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Balangan.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelempok Jabatan Fungsional
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Balangan.

BAE 11

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 2

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan dibidang pengembangan iklim penanaman modal,
promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal,
pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem
informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan
menyelenggarakan pelayvanan administrasi dibidang penizinan secara
terpadu  dengan prinsip  koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
simplifikasi, keamanan dan kepastian serta tugas pembantuan yang
diberikan kepada Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada avat (1),

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

menyvelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal,
promosi penanaman modal, pelayanan penanaman maodal,
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pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem
informasi penanaman modal;

b. pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal,
promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal medal,
pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem
informasi penanaman modal;

¢c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan iklim
penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan
penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal,
data dan sistem informasi penanaman modal;

penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
pelaksanaan administrasi pelayvanan perizinan;

pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
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pelaksanaan administrasi dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berilout -

a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan
teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bidang
perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal,
pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi
penanaman maodal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan, dan pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan;

b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan
kebijakan teknis penanaman modal bidang perencanaan,
pengembangan iklim dan promosi penanaman modal,

c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan
kebijakan teknis penanaman modal bidang pengendalian
pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal;

d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan
kebijakan teknis pelayanan terpadu satu  pintu  bidang
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan
kebijakan teknis pelayanan terpadu satu pintu bidang pengaduan
kebijakan dan pelaporan layanan;

f. menpgoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijjakan
teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bidang
perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal,
pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi
penanaman modal, penvelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan, dan pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan;

g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu bidang perencanaan, pengembangan
iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan
penanaman modal dan  informasi  penanaman  modal,
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penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, dan
pengaduan kebijakan dan pelaporan lavanan;

h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintuterdiri dari :

a. Sekretariat;

b. BidangPerencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman
Maodal;

c. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi
Penanaman Modal;

T T -

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

Unit Pelaksana Teknis; dan

Relompok Jabatan Fungsional.

BAB I

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Pertama
Sckretariat

Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan
keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi
kepegawaian lingkup Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayvat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi :

b

penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
penyususun program dan rencana kegiatan;

penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
evaluasi dan pelaporan kegiatan;

penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;

penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaan surat-menvurat dan rumah tangga lingkup Dinas;

penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat
lingkup Dinas;

penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian

pengelolaan aset daerah lingkup Dinas; dan




E. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas;
(3] Uraian wgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

a. menyusun program,  mengoordinasikan, membina  dan
mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina  dan
mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

C. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan
lingkup Dinas;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga
lingkup Dinas;

€. MEenyusun program, mengoordinasikan, membina dan

mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan
masyarakat lingkup Dinas;

f. menvusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaan aset lingkup Dinas;

g menyusun program, mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup
Dinas; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannyva.

Pasal 5
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Pasal 6

(1) Ssub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi,
penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyvusunan rencana
anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan lingkup Dinas.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

a. menyiapkan bahan penvusunanprogram dan rencana kegiatan;

b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menvajikan data sesuai
kebutuhan;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan
rencana strategis;

d. menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan;

e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai
kebutuhan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan
laporan akuntabilitas kinerja;
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menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan pertanggung-
jawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban;

. menyiapkan bahan penyusunanlaporan kinerja program;

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan
keuangan;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan
keuangan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan
rencana anggaran pendapatan dan belanja;

menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi
keuangan;

.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan

pertanggungiawaban keuangan;

. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun

eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannys.

Pasal 7

(1) Sub Bagan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola
surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga,
hubungan masyvarakat dan keprotokolan, organisasi, ketatalaksanaan,
pengelolaan aset dan administrasi kepegawaian lingkup Dinas.

(2) Uralan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah scbagai
berikut :

a.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan
surat-menyurat, ckspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga,
pengelolaan  aset. hubungan masyarakat dan keprotokolan,
organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;

menyiapkan bahan dan menvusun petunjuk teknis pengelolaan
surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga,
pengelolaan aset, hubungan masvarakat dan keprotokoelan,
organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan
ekspedisi;

menyviapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi
serta penghapusan arsip;

menylapkan  bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggan,
mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;

menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan
menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana
Tahunan Barang Unit (RTBU);

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;

menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan pengelaloan
asct;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aser;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan
masyarakat dan keprotokolan;




k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan
ketatalaksanaan;

l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji
dan tunjangan;

m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut
kepangkatan pegawai;

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja
pegawai;

0. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi
kepegawaian;

p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;

q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;

r. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;dan

s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kedua
Bidang Perencanaan, Pengembangan Tklim
dan Promosi Penanaman Modal

Pasal B

(1) Bidang Perencanaan, Pengembangan lklim dan Promeosi Penanaman
Modal mempunyal tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim
penanaman modal serta promosi penanaman modal,

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Perencanaan, Pengembangan lklim dan Promosi Penanaman
Modal mempunyai fungsi:

a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana
strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup
daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan
penanaman modal lingkup daerah;

¢. pengembangan potens! dan peluang penanaman modal lhingkup
daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman
modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing
penanaman modal lingkup daerah;

d. penyvusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi
penanaman modal lingkup daerah;

e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar
negeri; dan

f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman
modal.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :
a. melaksnakan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana

umuim, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman
modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

R ——

PARAY RABEERG | Trave




b. melaksnakan pengkajian, PenyuUsunan dan pengusulan
deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah:

c. melaksnakan pengembangan potensi dan peluang penanaman
modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui
penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan dayva
saing penanaman modal lingkup daerah;

d. melaksnakan penyusunan dan pengembangan kebijakan/ strategl
promosi penanaman modal lingkup daerah;

€. perencanaan kegialan promosi penanaman modal di dalam dan luar
negeri,

[ menyusun bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman
modal; dan

g melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

Bidang Perencanaan, Pengembangan lklim dan Promosi Penanaman
Modal terdiri dan !

a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal:
b. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
¢. Seksi Promosi Penanaman Modal.

Pasal 10

(1) Seksi  Perencanaan Penanaman  Modal mempunyai tugas
melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan

penanaman modal.

(£) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikout :
a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyvusunan rencana

umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman
modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;

b. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana
umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman
modal lingkup daerah berdasarkan wilavah; dan

c. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Pasal 11

(1) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas
melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengembangan
iklim penanaman modal.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah sebagal
berikut :
a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan

deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup  daerah
berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

b. melakukan pengkajian pengembangan potensi dan  peluang
penanaman modal lingkup daecrah dengan mengembangkan badan
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usaha melalui kemitraan dan dava saing berdasarkan sektor usaha
dan wilayah; dan

c. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Pasal 12

(1) Seksi Promosi Penanaman Modal mempunvai tugas melaksanakan
dan memberikan fasilitasi dan supervisi promosi penanaman modal.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :
a. melakukan perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan
sektor usaha dan wilayah;

b. melakukan promosi penanaman modal berdasarkan scktor usaha
dan wilayah; dan

c. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
dan Informasi Penanaman Modal

Pasal 13

(1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi
Penanaman Modal mempunvai tugas mengoordinasikan, membina,
mengatur dan mengendalikan pemantauan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal, pembinaan pelaksanaan penanaman
modal serta pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal,

(2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1),
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi
Penanaman Modal mempunvai lungsi:

a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan
sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan
penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan
perundangundangan;

b, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan
penanaman modal; dan

c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi
dan pengolahan data penanaman modal,
[3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1] sebagai berikut :

a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan
sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan
penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan
perundangundangan;

b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan
penanaman modal; dan

c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi
dan pengolahan data penanaman modal; dan

d. melaksanakan tugas lain sesual bidang tugas dan kewenangannya.




Pasal 14

Bidang Pengendalian Pelaksansan Penanaman Modal dan Informasi
Penanaman Modal terdiri dari :

a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal: dan
c. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Pazal 15

(1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan
supervisi  terkait pemantauan dan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal.

|4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut ;

a. melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan
sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan
penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan
perundang-undangan;

b. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan
penanaman modal; dan

c. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya,

Pasal 16

(1) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas
melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait
pembinaan pelaksanaan penanaman modal.

{2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah sebagai
berilut;

a. melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan
sektor usaha dan wilavah;

b. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal
lingkup daerah; dan

c. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 17

(1) Seksi1 Pengolahan Data dan Sistern Informasi Penanaman
Modalmempunyai tugasmelaksanakan dan memberikan fasilitasi dan
supervisi terkait pengolahan data dan sistem informasi penanaman
modal.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah sebagai
berikut:

a. melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan
nonperizinan penanaman modal;

b. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi
=nanaman modal; dan
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c. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 18

(1) Bidang Penyelenggaraan Pelavanan Perizinan dan Non Perizinan
mempurnyal tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pelavanan perizinan dan non perizinan secara terpadu
1 (satu) pintu.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Penvelenggaraan Pelavanan Perizinan dan Non Perizinan
mempunyal fungsi:

a. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, verifikasi,
identifikasi, koordinasi , validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan,
administrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan [;

b. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, verifikasi,
identifikasi, koordinasi , validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan,
administrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan 11
dan

¢. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, verifikasi,
identifikasi, koordinasi , validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan,
administrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperiginan
I11.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1) sebagai berikut :

a. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa,
memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi,
mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelavanan,
menerbitkan perizinan dan nonperizinan I:

b. melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa,
memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi,
mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan,
menerbitkan perizinan dan nonperizinan I1;

c. melaksanakan, mercncanakan, mengolah, memeriksa,
memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi,
mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan,
menerbitkan perizinan dan nonperizinan [II; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Pasal 19

Bidang Penyelenggaraan Pelavanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri
dari :

a. Seksi Pelavanan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan [;

b, Seksi Pelavanan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan [I; dan

¢. Seksi Pelayanan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan [11.
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Pasal 20

(1) Seksi Pelayvanan Perizinan dan Non Perizinan | mempunyai tugas
melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait
pelayanan perizinan dan non perizinan |.

(2] Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
bertkut :

a. melaksanakan  penvelenggaraan pelavanan  perizinan  dan
nonperizinan [

b. merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan [;

n

mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan [;

d. memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelavanan perizinan dan
nonperizinan [;

¢, memverifikasi  penyelenggaraan  pelayanan  periginan  dan
nonperizinan I;

[. mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonpernizinan |;

g. mengkoordinasikan penyeclenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan [;

h. menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
i}

i. membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperiginan |;

j. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan nonperizinan [;

k. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan nonperizinan [;

. menerbitkan dokumen lavanan perizinan dan nonperizinan I; dan
m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannva.

Pazal 21

(1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunvai tugas
melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pelayanan
perizinan dan non perizinan [l

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) adalah sebagai
berikut :

a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan  perizinan  dan
nonperizinan I1;

b. merencanakan  penyelenggaraan  pelayanan  perizinan dan
nonperizinan II;

c. mengolah penyelenggaraan pelayanan pernizinan dan nonpernzinan
11

d. memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan
nonperizinan [l;

e. memverifikasi penyvelenggaraan  pelavanan  perizinan dan
nonpenzinan [I;

FAEAF EiEE
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mengidentifikasi penvelengpgaraan pelayanan perizinan dan
nenperizinan [I;

mengkoordinasikan  penyelenggaraan pelavanan perizinan dan
nonperizinan lI;

menvalidasi penyelenggaraan pelayanan  perizinan  dan
nonperizinan II;
membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan 1I;

menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan nonperizinan lI;

. mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan

tdan nonperizinan [I;
menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan II; dan

.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangannya.

Pasal 22

(1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nen Perizinan Il mempunyai tugas
melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait
pelayanan perizinan dan non perizinan [l

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

a.

b.

1.

melaksanakan  penvelenggaraan  pelayvanan perizinan dan
nonperizinan I11;

merencanakan  penvelenggaraan  pelavanan  perizinan dan
nonperizinan 111;

mengolah penyelenggaraan pelayvanan perizinan dan nonperizinan
1I1;

memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan
nanperizinan [I;

memverifikasi  penyelenggaraan  pelayanan  perizinan dan
nonperizinan II[;

mengidentifikasi  penyelenggaraan pelayvanan pénzinan dan
nonperizinan III;
mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan II1;

menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
Il

membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan 11;

menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan neonperizinan I1I;

mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan nonperizinan I1I;

menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan IlI; dan

m, melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

cWENnangannya.




Bagian Kelima
Bidang Pengaduan, Kebijakan
dan Pelaporan Pelavanan

Pasal 23

(1) Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai
tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan
pengaduan dan informasi pelavanan, kebijakan dan penvuluhan
layanan serta pelaporan dan peningkatan layanan.

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai
fungsi:

a.

pelaksanaan, fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, perumusan,
identifikasi,  verifikasi, memimpin, koordinasi, evaluasi,
monitoring, perancangan, penvusunan, tindaklanjut, dokumentasi,
penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan
nonperizinan; dan

pelaksanaan, perencanaan, pengumpulan, perumusan, verifikasi,
analisis, [asilitasi, perancangan, identifikasi, koordinasi,
pengolahan, memimpin, simplifikasi, sinkronisasi, evaluasi,
monitoring penyusunan kebijakan, hormonisasi dan pemberian
advokasi layanan serta sosialisasi penyvuluhan kepada masyarakat
dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; dan

pelaksanaan, fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, verifikasi,
analisis, koordinasi, pengolahan, memimpin, monitoring, evaluasi,
pengukuran terhadap mutu layanan, perumusan standar lavanan
(SOF, 5P, SPM, MP) pengolahan, operasional, penginputan,
pengarsipan data, pendokumentasian, pemetaan layanan,
pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan
layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan,
penciptaan (inovasi] pola layanan menyusun data dan pelaporan
pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah,
transparan serta lerciptanya produk layanan vang efesien dan
elektif.

(3] Uralan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah sebagai
berikut:

- 18
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melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan,
merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin,
mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang,
menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan
pengaduan dan informasi pelavanan perizinan dan nonperizinan;

melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan,
memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, Merancang,
mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin,
mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring
penyusunan kebijakan, hormonisasi dan pemberian advokasi
layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masvarakat dalam
penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;

Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan,
memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah,

_memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap
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mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP)
mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data,
mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana
dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan
administrasi serta peningkatan lavanan, menciptakan (inovasi)
pola layanan menyusun data dan pelaporan pelavanan perizinan
dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya
produk layanan yvang efesien dan efektif: dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 24
Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri dari :
a. Seksi Pengaduan dan Informasi Pelayanan;
b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Lavanan.

Pasal 25

(1) Seksi Pengaduan dan Informasi Pelayanan mempunyai tugas
melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait
pengaduan dan informasi pelayanan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :
&. melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsuliasi
layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan;

b. menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, infomasi, dan
konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinarn;

c. merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi
layanan dalam penyelenggaraan pelavanan perizinan dan
noanperizinan;

d. mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan
konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan nonperizinan:

c. mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan,
informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan nonperizinan;

[. memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, infomasi, dan
konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan
NoNperiZinan;

g. menganalisis data permasalahan penanganan  pengaduan,
informasi, dan kensultasi layanan dalam penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan nonperizinan;

h. merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan
konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelavanan
perizinan dan nonperizinan;

i. memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan,
informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan nonperizinan;
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mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan
konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan;

membuat  konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut
pengaduan,  informasi dan  konsultasi layanan  dalam
penyelenggaraan perizinan dan nonperiginan;

menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan
konsultasi layanan penyelenggaraan pelavanan perizinan dan
nonperizinan; dan

m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 26

(1) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas
melaksanakan dan memberikan [fasilitasi dan supervisi terkait
kebijakan dan penyuluhan lavanan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut ;

i,

I T s

menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait
dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan
penyuluhan kepada masyarakat;

merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan
terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan)
terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian
sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;

menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan
perundangundangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan
advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizginan dan
nonperizinan;

mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan
kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan
dan/atau pelaksanaan advokasi [termasuk untuk memenuhi
ajudikasi dan mediasi)] dalam penyelesaian sengketa pelayanan
perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah
terkait pelavanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam
penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;

memberikan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan
pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan serta membuat telahaan stal dan/atau surat
sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait
dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan
pemberian kemudahan berusaha;

mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi
daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi
dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan
serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat;
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membuat kensep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan
serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan
nonperizinan;

menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta
advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan dalam
mengeluarkan peraturan lingkup daerah; dan

melaksanakan tugas lain secsual dengan bidang tugas dan
kewenangannya.

Pasal 27

(1) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layvanan mempunyai tugas
melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait
pelaporan dan peningkatan layanan.

(2} Uraian tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut !

II‘J.F H"
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menyiapkan data dan bahan pelaporan  vang meliput;
pengembangan, pengendalian, mutu lavanan, standar layanan [(SOP,
3P, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan
nonperizinan,

merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan vang
meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar
layanan (SOP, 5P, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan
dan nonperizinan;

mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan pelaporan
vang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan,
standar layanan (SOP, 8P, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan
perizinan dan nonperizinan;

mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan vang
meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar
layanan (SOP, SP, SPM dan MP}, dan Inovasi pelayanan perizinan
dan nonperizinan;

mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang
meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar
lavanan (SOP, SP, SPM dan MP)], dan Inovasi pelayanan perizinan
dan nonperizinan;

menganalisis dan mengukur data dan bahan lavanan pelaporan
terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta
pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi
pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah,
murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan
perizinan dan nonperizinan yang efesien dan efekuif;

merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang
meliputi;, pengembangan, pengendalian, data perizinan dan
nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan
data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan,

mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi;
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP,
SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penvelenggaraan pelayanan
perizinan dan nonperizinan;

membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana

=ﬂni'rastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan
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administrasi serta peningkatkan layanan perizinan dan
nonperizinan;

J. membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi;
pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP,
SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelavanan
perizinan dan nonperizinan;

k. menyusun laporan data dan bahan pelaporan vang meliputi;
pengembangan, pengendalian, mutu lavanan, standar layanan (SOP,
SP, 3FM dan MP), dan Inovasi dalam penvelenggaraan pelayanan
perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara
elektronik); dan

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
Kewenangannva.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

(1) UPTD dibentuk wuntuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan
dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(2) UPTD mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu serta
pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPTD.

(3] UPTD dipimpin seorang Kepala UPTD yang secara administrasi, teknis
dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(4) UPTD terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan
fungsional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yvang berlaku.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupat ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Balangan
Nomor 83 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dicabut dan
dinvatakan tidak berlaku.
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Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

D itetapkan di Paringin

ﬁmﬁgal 26 Maret 2019
‘BA

NGAN,

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 26 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
'K‘!EUF&TEH BALANGAN,

[ Salinan sesual dengan aslinya
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